 Latar Beiakang

; 'kepadanya Transisi pohtlk pada tahun 1998
8 nyeba‘okan pendulum pohtlk bergoyang dari
. executive. heavy ke legislative heavy ‘Institusi
. kepre51denan begltu kuat pada masa Orde Baru
; .(execut:ve hemy) Berbeda dengan masa Orde
_Baru DPR saat ini- menjad1 salah satu aktor
'_pentmg dalam pembuatan kebijakan 5 Eksekuhf

harus selalu menghitung kekuatan di DPR dalam

'setlap pembuatan kebg akan, Konteks polltlk yang

: sudah berubah menyebabkan munculnya haa‘apan :

agar DPR ; mampu memaksimalkan fung51 dan
kualitasnya DPR yang kuat dan berpengamh
di antara 1embaga negara lainnya merupakan
prasyarat bagi konsohdasx demokrasi.”

Tebalnya harapan agar Indonesia memlhki
DPR ‘yang berkualitas tampaknya masih harus
menempuh Jalan_ panjang. Kekritisan dan pe-
dasnya komentar politisi khususnya dari oposisi

cukup berhenti di media saja dan fidak diiringi
oleh prbduk‘ivitas legislasi yaﬁg bermutu. Kinerja
p&ra poht;sr di par}emen yang sejatinya merumus-
kan undang-undang sering Eerpmsgirkan dengan
agenda politik tr ansaksmnahs Energi para
politisi dibabiskan untuk sibuk mengurusi intrik
politik yang kemudian menyisihkan kerja utama

! Ziepenhain dalam Marco Bunte & Andreas Ufen (Eds.), De-
mocratization in Post-Sochorto Indonesia, (London: Routledge,
2009), hlm. 33.

2 Ibid., him. 39.

' L __béga leomlatlf (DPR) pasca Orde Baru. '
. .menerima. banyak harapan yang. dlsemaﬂ(an.

dan para 1egislator tersebut Terleblh dengan o
* inkompetensi pada diri para legislator dengan

bidang pekerjaan di DPR.? Ketxdakcakapan dan
o 'rendahnya kemampuan para legislator kemudlan

membuatnya tidak bisa mengzmbangx bn‘oham

~-negara yang mendapat mforma51 dan data yang

relaﬁf lebih bazk 4

DPR peraode 2004 2009 menargctkan
288 rancangan undanﬂ-undang dalam. Program
Leg;slam Nasxonai (Prolegnas) namun_yang
berhasil disahkan menjadI undang- undang
hanya 1933 Tentunya sisa 95 RUU. menambah
berat beban kerja DPR perlode 2009-2014 yang
kmerjanya tidak jauh berbeda. ngga akhir
Oktcber 2010 DPR baru menuntaskan 14RUU
menjadi Undan__o Undang dari target 70 RUU
vang sebenarnya telah dipangkas menjadi 35
RUU sesuai dengan kesepakatan saat penutupan
masa sidang [V Tahun sidang 2009-2010.5

Rendahnya produktivitas legislasi ini
semakin mengmangi i:ingkat i{epercayaan dan

puasan publik terhadap kmer;a DPR mencapai
hampir 40% berdasarkan survei Lembaga Survei

3 Ihid., hlm. 44.
* Ihid., hlm. 48.

*Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), “Refleksi Kinerja
Legislasi 2004-2009 Modal Perbaikan Legislasi ke Depan™.

¢ Siaran Pers Pusat Stzdi Hulanm dan Kebijakan (PSHK) tentang
Evaluasi Kinerjz Legislasi DPR Masa Sidsng 1 Tehun Sidang
2010-2011.
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: '-_.'ilIz"lH.on.e'sia '(LS..I) p'efnljééémber" Qoogq Angka :
-:'_}_.;yang tidak jauh berbeda | juga. dlpeloleh dari
“ " hasil survei Indobarometer yak_m 36 2% Pubhk__f_ o

_iyang iidak pua""-'

S ketldakpuasan tersebut a_dalah smyal pentmg o
o yang] - harus dlrespous cepat olch para wakil rakyat:f*-j
G 3denganmencar1 solu51mlmkpemnakatankmel}a'_ S

: kom131 yancr pekel Yl aannya berbeda den gan latar
'1tu menyebabkaﬁ iﬁel eka mﬂmbutuhkan tanaga
. ahh yang kompeten di bldangnya untuk meng151
kekurangan.tersebut. Staf ahli yang cakap dan
: berkemampuan bam akan sangat menunj ang kerj a

_ para leglslator daiam mex amuskan Lebg akan

_ Undang—undang No ’)7 Tahun 2009 tentang
MPR DPR, DPD, dan DPRD sudah memilat
tentang keberaciaan staf ahli ancrgota DPR Hal
ini kemudmn dlper_;elas dengan aturan Tata
Tertib DPR ‘tahun 2009 pada Bab 21 tentang
Slstem Pendukung yang menogariskan bahwa
pma anggota dewan' diberikan fasilitas berupa

staf ahli’ yang. keberadaannya d1tanggung oleh.

Setjen DPR, Staf ahli tersebut dlangkat dan dibet-
hentikan dengan keputusan Sekretaris Jendeial
DPR sesual dengan kebutuhan atas usul an ggota.
Aturan m:pun kemudian diimplementasikan de-
ngan mengadakan rekrutmen masifuntok p051SI
staf ahli anggota dewan. Lebih dari 550 orang
direkrut untuk menjadi staf ahli yang ditempatkan
pada setiap satu orang anggota dewan.

- Studi ini ingin mengetahui peran yang

' Ramlan Sulbakti merumuskaﬁ“bahwa fungs s
embaga Iegislatif ada empat hal sebagaiberikut:
Pem‘ama mcmbuat undang—undang bersama:_ S
""”-'dengan plhak eksekutif yang mlszatlfnya b1sa"f'_’"'_
berasal’ dan masmg—masmg p1hak (Iembaga_-- S
legislatif atau eksekutif). Kedua, ményusun ang-
garan penerimaan dan belanja negara. Ketiga,

mengawasi pelaksanaan undang-undang serta:

- untuk enmcrkatan kaner}aparlemen > Legislator

S sehamsnya memptmyal cukup dukungan analitis: o

dan informasi terkait dengan tanggung jawab pe- "
' ker_;aannya Senngkah legaslator duduk di dalam

dilakukan oleh para staf ahli anggota dewan seita
problematikanya dalam rangka meningkatkan
kinerja legislator. Staf ahli vang dimaksudkan
dalam tulisan ini, yakni staf ahli atau tenaga

"Laperan Survei Lembaga Survei Indonesia (LSI), 9-15 Sep-
tember 2009, “Evaluasi Publik Terhadap DPR dan Ketua DPR
Pilihan Masvarakat”,

8 Kinerja DPR 2004-2009 Belum Memuaskan, Fivanews, 5
September 2009, dienduh pada 10 Maret 2610,

¥ Stephen Sheriock, Proses Legislatif di Parlemen Indonesia
(DPR): Isu, Permasalahan, dan Rekomendasi, (Friedrich
MNaumann-Stiftung, 2005).
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a ahh pada uap ancgota dewan yang dibxayal atau_ : ":.} :
. ditanggung oleh Setjen DPR R S

! fung31-fungsn Parlemen | e g =
Secara umum. funosa parlemen atau }embaga.:._'

penerimaan dan pengelolaan anggaran negara.

Keempat, memilih, menyetujui, atau mengusul—f
kan seseorang atau lébih pejabat negara sepem _

Yang d1k{~:hendak1 konsntusl 107

Mmam Budiardjo menekankan fungsi‘l |

lembaga legislatif ada dua, yakm Pertama,

menentul\_an kebijakan dan membuat undang~_

undanﬂr Untuk melaksanakan fungsi yang
dem1I<1an maka anggota iembaga legislatif diberi
hak mismt;f hak unmk mengadakan amandemen

tc;hadap rancangan undang—undal yang disusun

pemermtah dan hak budgetmg Kedua fung31_

kontroi yakm menjaga dan mengawasz -agar
semua tindakan lembaga eksekunf sesuai dengan
kebx_}a};{aﬂukebigakan yang telah dltetapkan Untuk
menjalankan fungsi kontrol ini maka 1embaga
legislatif mempunyai hak untuk bertanya, hak
interpelasi, hak angket, dan mosi."

Tiga fungsi legislatif menurut Patrick Ziegen-
hain adalah fungsi perwakilan, pengawasan, dan
legislasi.” Fungsi perwakilan dimaksudkan

~bahwa-lembaga-legislatif sesungguhmya-adalah - -

perwujudan dari kedaulatan rakyat sehingga
harus mampu mengartikulasikan segenap aspirasi
dan kepentingan warga masyarakat Indonesia,
Fungsi legislasi adalah perwujudan asas negara
verdasarkan hukuwm sehingga dalam kehidupan
berbangsa dan bernegara harus ada payung

" Ramlan Surbakti, Memakami i Politi, (Jakarta: Grasindo,
1992), hlm. 176.

" Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Himy Politik, (Jakaz’ta
Gramedia, 2001), him, 182-185,

12 Ziegenhain dalam “Bunted an Ufen {Eds)...”, hlm. 37.




i _,;uﬁdaﬁg-undang Produktivitas dan’ ku.alitas-.': '{ e
. legislasi dapat dlgunakan sebagal ukuran dalam;:- w
"-_:memlm kmerja ata erforma dan iembaga___le-' S

_ui dalam 1nten51tas tlnggz -

= .Mer'lg.uat_nyéi_peraa parlemen diharapkan bisa
e :men_] adi penyelmbang eksekutlf yang pada glln“an-
nya. akan menghasﬂkan kebuakamkebljakan

yang bermanfaat bagl rakyat Sejalan dengan :

ity dlbutuhkan s;stem pendukung parlemen
yang baik., SRR .
Slstem pendukung parlemen yang’ balk

merupakan prasyarat bagi’ kmer_]a lembaga -

1egaslat1f yang maksimal dan memuaskan,
Pariemen harus mempunyal cukup tempat untuk
ruang kerja masmg masing legislator beserta
staf atau tenaga ahhnya Be’oerapa fasilitas dan
kebutuhan’ pentmg yang harus disediakan
1embaga legisiatlf kepada para anggotanya antara
lain kantor, sekretariat, perpustakaan dan arsip,
unit pelayanan riset, dan teknologi informasi.”?
IFES menuhs Iaporan bahwa: '

: “Parhament shozdd have, at a minimum,
- the necessar;v infrastructure and technical as-
sistance, including research capacity, adequate
" facilities and equipment to enable it to carry out
z'ts basic democratic functions. "

Salah satu komponen dari sistem pendukung

”"'I{ezja parlemen yang krusial adalah tenaga/staf

ahli. Legislator harus memiliki cukup staf
pendukung yang profesional dan kompeten guna
membantu kerjanya. Kerja-kerja dari para staf
atau tenaga ahli antara lain membantu legislator
dalam menyusun legislasi, baik dalam pemenuhan

B {FES, Global Best Practices: A Model Annual State of The
Parliament Report, A Strategic Monitoring and Reporting
Tool for Promoting Democratic Parliements Worldwide, 2003,
him, 27.

Y Jbid,, him. 27.

kebutuhan_'__'nformam data maupun_ berbagal

e :T1dak bisa dzpungkm bahwa kebutuhan akan
' staf atau tenaga ahli yang handal membutuhkan

cukup blaya Para tenaga ahli legislator tersebut

“harus selalu dltmgkatkan kemampuannya
_' sehmg amampu memenuhi tz.mtutankerja Pela-
'tlhan-peiatzhan dan kursus perlu dlselenggarakan

secara berkeianjutan agar kompetensi mereka
tetap maksxmal Stafatau tenaga ahli di parlemen
harus berbeda dengan aparatus birokram yang
lain. Promos1 selekm dan tugas mereka harus
dzatur secara jelas sesuai latar beiakancr keahhan
transparan, dan asas profesionalitas. '

“Parliamentary staff should be indepen-
deni from other public service offices. Their
selection, promotion, and discipline must be
clearly and reflect merii-based criteria and
‘Transparent processes. Professional develop-
meni opporiunities and training should be of-
Jered to them. The longer support staff stay in
parliament, the move It benefits the institution,
especially as it may provide new legislators with
the information and suppori necessary to adapt
to their new functions fasrer s

Profesionalitas Tenaga Ahli

_Identitas anggota legislatif adalah bersifat ganda.

Leglslaior adalah wakil rakyat di parlemen maka
digaji oleh negara. Di sisi lain, mereka adalah
aktivis partat yang memiliki hubungan timbal
balik dengan partai bersanglutan. Tenaga zhli
legislator pun kemudian berada di tengah dua
ayunan sifat tersebut. Pada satu sisi mereka
adalah tenaga ahli yang dibayar oleh negara untuk
bertugas membantu legislator dengan semua
kerja keparlemenannya dan mengedepankan

5 Ibid., hilm. 28,
18 Ibid., him. 28
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S pmfesmnah‘ias mmun di 5131 yang lam mf:reka

i aﬂuan regu}am dan Lomltmen i Kt)mpetenm_

: Jelas mutlak: dlbgt&hixﬂll Kompetenm int sesual

sert"ﬁkat ataa gelar yaﬁig .dibemkan ciarl 1nst1ms1
: _'yang be1wenang Pala “prc ofesmnal” tersebui

juga tidak mudah umuk dzdlkte oleh user karena_

mereka meimhh oionomi yanc membedakannya
B ciengaﬁ bn’okrat Denoan memﬂ;k; standar keahli-
an ‘dan otonmm telsebut maka para profesmnal
~ relaiif. mempunym kebebasan dalam memilih
pekerjaan sehmgga deraja’z moblhtasnya ctskup
tinggt _ : :

~+Hal ini berbeda dengan staf Iegislator lain
y'mg mendapatk'm pekerjaannya’atas ‘dasar
hubungan personal dan bukan karena profes;on&—
litas, Staf 1egislat01 yang sepert; ini memiliki
deiajat moblhtas vang rendah. karena menmiliki
keterbatasan dalam “‘menjual” kemampuannya
untuk digupakan oleh legislator yang lain. Para
profesional tersebut juga memiliki regulasi sen-
diri sebagai standar etik dan kompetensi sebagai
acuan normatif. Regulasi tersebut biasanya
disusun ketika para profesional dalam politik
tersebut bersepakat untuk mendirikan asosiasi.
Hal ini seperti yang terjadi di Amerika, yaitu
: belerinya ﬁmeraccm Association® of Political
Conszzlmnt sebawal organisasi yang menaungi
pa_fa _k_onsuitaiz politik dan tenaga ahli (profe-
sidnzﬁ_). Berikutnya adalah komitmen terbadap
profesi vang harus dipegang oleh para tenaga
ahli. Kriteria-kriteria ini tidak ditemukan dalam
staf di lingkungan partai politik yang masth

7 Paul Webb dan Robin Kolodny dalam Katz & Crotty (Bds.),
Handbook of Party Politics, (London: Sage, 2006), hlm. 338.

8 Ihid , hlm, 338-339,

86

: i : 3bekerja pada kims parta; pOhEﬁ{ dengan’ segenap_ :
L kepentmgan pohtzknya . ;

-iradlslonal dan para aktms partal yang men}adx ..
-'.Wakil rakyat d1 pariemen 1 '

Rek:rutmen yang berbasm teknokra31 dltengara

'-dapat memunculkan___ tenaga ahh_:; yang visi. dan

'memperhatlkan kaur profeszon&]nya saja tanpa S
-ada ikatan emosmnal dengan onentam mleu yang : oy
-'dianut oleh. partai padahal 1eg1slator adaiah Ll
1epresent351 partai di par}emen 20 Akhlrnya_}'_'
muncul ketegangan antara profesmnahtas-“ _
nomdeologi mentokras; dengan mlhtansx-_'-'_ -
'kadm zdeologzs—loyahtas o

Kmn@ioga sttens dan Naram Yurldls e

Tenaga Ahh Anggota Dewan

Sebenarnya sudah sejak 2003 Sekretariat J enderal o

DPR menyedmkan anggaran untuk pengadaan

sam asisten pribadi b_ag_i setiap legislator sebagai

bagian dari supporting system parliament yang
tujuannya untuk meningkatkan kinerja anggota
dewan.?! Asisten pribadi tersebut dibayar oleh
sekretarlat jenderal yang tentunya pendanaannya;

berasal dari APBN untuk membantu kerja-kerja
legislator agar mampn. memenuhl ﬁ.lng31-fung~ _

sinya secara maksimal.

Aturan normatif tersebut ternyata bertemu
dengan banyak distorsi pada implementasinya.
Mayoritas legislator memanfaatkan fasilitas
tersebut dengan cara yang tidak semestinya.
Mereka mengangkat anggota keluarganya, seperti
adik kandung, keponakan, saudara sepupu, atau
saudara ipar serta teman dekat untuk dijadikan

asisten pribadi, Banyak dari mereka yeng diang- .

kat tidak memiliki latar belakang kemampuan,
keilmuan, maupun pengalaman yang mendukung
kerja-kerja Jegislator. Akhirnya mereka tidak

¥ Ibid., him. 339,
% Ibid., hlm, 340-341,

* Ziegenhain dalam “Bunted an Ufen (Eds.)...”, Op. Cit, him.
44, Tenaga ahli lainnya vang disediakan oleh Sekretariat Jen-
deral DPR sebagai bagian dari supporting system parliament
antara lain staf ahli badan legislatif, staf ahli fraksi, dan staf
ahli komisi. Disediakan pula tenaga ahli dari Biro Pusat Peng-
kajian Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) untuk melayani
kebutuhan legislator.

: kan tetapl tenaga ahh dan profesm '
:__'nahtasnya memuncu}kan dllemanya sendir:




: ':men_gerjakan tugas sebaga;mana mestmya masal—__:._'-" o angaaran dan tenaga ahh guna kelancaran pelak~_ ¥

Sementaxf '_ & fu,
ber’ounyl ' o

yang ‘dmarapkan :"fLembaga:legzslataf pascarezxm.'r'.':}- S

.:'otor:tar]an mi belum. menunjakkan pembuktian.

' '--._-bagazmana dtmaksud pada: @ar (]) dzangkaz‘-' L

' '3.3}535 banyaknya harapan yang dlbeflkﬁﬂ kC“. '--_"dan diberhentikan dengan kepunisan Sekretaris -
3-padanya ‘Produk’ Ieglslasz yang' dihasﬂkan dari i .:_:.'Jena’eml DPR atau Sekvetaris Jenderal DPD :
E tahun ;999 hlngga 2004 hanya 139 yang tenttmya s Z : '_ sesuaz dengan kebumhan atas usul anggoz‘a

3umiah ini 3auh dlbawah tarcret serta. ‘mayoritas

~ produk. Iegislam pun tentang pemakaran atay

'_pembentukan daerah otonom baru.” Pada tahun

2005 DPR hanya bisa merampungkaa 10 dar _

. 55 RUU yang harus dzsahkan men_;adi undang—
undanc 2

_ Atman pemndang~undangan tentang tenaga
ahh lecrislator ini dlturunkan ka aturan yang lebih.
rendah dalam Aturan Tata Temb DPR 2009 pada
pasai 293 ayat 1-»8 dan tambahan E '. i

4 “(1) Dalam rangka melakmzmkan mgas

Pada tahun 2007 Sekreianat J enderai DPR dan wewenang DFR dibentul kelompok pakar
.kembaia memberlkan fasilitas, ya_km satu tenaga atau tim ahli yang d_’Pe” bantukan ter utama

ahh kepada senap leglslator Pengadaan pos

tenaga ahli ini_ d1maksudkan agar ‘mendongkrak

kinerja Iembaga leglslatlf yang beium membaik
setelah diberikan anggaran untuk mengangkat
satu asisten _pribadi. Rekrutmen tenaga ahli

kepada anggafa

L 2) Kelompok pakar atau tim ahli se-
bagazmana dimaksud pada ayat (1) dzangkat
" dan diberhentikan a’engan keputusan Sekretaris
Jenderal DPR sesuqi dengan kebmuhan atas

dxlakukan oleh Setjen DPR dengan mengadakan mu; anggom

sexangkaian tes administrasi, wawancara, dan
ps1koiog1 2 Tenaga ahli tersebut statusnya
kontrak selama setahun dan tiap tabunnya ada
eva}uam Gaji yang d1ber1kan oleh Setien DPR
kepada tiap tenaga ahli adalah 7.500.000 rupiah
per bulannya untuk 5 50 orang.

. -Pavung hukum vang kuat untuk menaungi
kebijakan pengadaan fenaga ahli baru ada pada
tahun 2009, yakni dimasukkan dalam Undang-
Undang No..27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR,

DFDB, dan DPRD Aturan fentang tenaffa ahli

tertuang dalam pasal 80 ayat 6 dan pasal 395
ayat 1 dan 2. Pasal 80 ayat 6 tersebui berbunyi,
“Sekretariat Jenderal DPR menyediakan sarana,

% Ibid., hlm. 44.
* Ibid., him. 45.
% Ibid, him. 45,

* Wawancara dengan Sophia Mardaningrum, Tenaga Ahli
anggota legislatif dari PDIP (Edi Mihati). Wawancara dilakuo-
kan pada 11 Maret 2010 di Gedung Nusantara I Kompleks
DPRMPR.

U3 'Kélompok pakar atau tTm ahli se-
bagaimana dimaksud pada ayat (1} terdivi atas
para ahli di bidang konstitusi, perundang-un-
dangan, ekonomi don kevangan, don berbagai
bidang keahlian yang dibutuhkan oleh DFR.”

“(4) Kelompok pdkar atan tim ahli se-
bagaimana dimaksud pada ayat (1} direkrut
secara kimsus oleh Iembaga profesional. o

(5) Kelompok pakar atau fim ah!z sen
bagaimana dimaksud pada ayat (1) secara
Jungsional dalam menjalankan tugasnyva ber-
tanggung jowah kepada DPR.”

“(6) Kelompok pakar atau tim ahli se-
bagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam
menjalankan tmgasnya dibantu oleh sebuah
sekretariat.”
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- ( 7) Pakar atau ahlz yang dzper‘bantukan .

S "_:'.dlblayal.dari anggamn:éégen DPR Wacana yang

'mengemuka adalah tenaga: ahli tersebut akan

S _'d ngkatkan men_]adl lima orang, baik’ secara
S -bertahap maupun Iangsung “Wacana tentang
B "-'._penambahan tenaga ahli ini semakin menguatkan

. -rencana pembangunan gedung baru DPR yang
_ diaaggap tidak bisa lagi menampung jumlah
e anggota dewan beserta para stafnya ]

= -Re'_kl_r_t__ii_tmen, I’;m_blematika; dén Peran
‘Tenaga Ahli Anggota Dewan

Lo Pada awal Januan 2011, Setjen DPR menambah

satu orang | untulc: tenaga ahh anggota dewan yang
sebe}.umnya hanya ; ada seorang tenaga ahli dan
seorang asisten pribadi. Landasan hukum tentang
keberadaan tenaga ahli anggota beserta peran
kerjanya diatur secara khusus dalam Aturan Tata
Tertib DPR 2009 pasal 293 ayat 7-dan 8. Datam
pasal-pasal tersebut dijelaskan bahwa anggota
dewan memiliki otoritas untuk mengusulkan
calon tenaga ahli sesuai dengan kebutuhannya,
Tenaga ahli bertanggung jawab kepada anggota
dan bisa diberhentikan oleh Setjen DPR atas usul
dari anggota dewan, SK pengangkatan tenaga ahli
berlaku kontrak selama setahun dan diseleng-

" garakan evalbasi tahunan. Jjika anggota dewan
yang' bersangkutan tidak mempermasalahkan
kmerja tenaga ahli dalam evaluasi tahunan
tersebut maka kontrak akan diperpanjang satu
tahun yang akan datang.

Peran dan pekerjaan Tenaga Ahli (TA) dalam
membantu kerja anggota dewan cukup bervariasi,

** Sebagai tambahan, kelompok pakar atau tim ahii dari DPR
yang hadir dalam rapat DPR atas undangan pimpinan alat
kelengkapan DPR yang bersangkutan, memiliki hak berbicara
atas permintaan ketua rapat.
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Aturan tentang TA dalam Tata Temb 3_I}PR 2009

& rekrﬁtmenpﬁhlséééﬁafny.a jugé belum _]elas men-

gatur sehingga banyak dltemui penyxmpangan'
dalam peiaksanaannya dl lapangan e

Tenaga Ahia di ngkungan Fraksx N

Pola Rekmztmen

Masmg~masmg partai mempunyal mekamsmcnya i

sendiri dalam mengangkat tenaga ahh anggoia o
Hal ini discbabkan aturan tentang rekruitmen
tenaga ahli di Tata Tertib DPR 2009 sebagax L
perangkat operasmnai belum mengatur secara
jelas dan rinci tentang mekamsme perekrutan:

tersebut. Pengangkatan tcnaga ahli anggota .

merupaka__n otoritas dari legislator terkait sesuai
dengan kebutuhan. Sejumlah partai menafsirkan
sendiri-sendiri bagaimana sistem rekrutmen itu
didesain dan dilaksanakan, Sekretariat Jenderal
DPR hanya mengurusi persyaratan admlmstrasz o

dari para kandidat tenaga ahl anggota yang_- L

mendaftar. Rekrutmenpun menjadi arena yang
tertutup karepa preferensi personal menjadi
faktor penting. Kedekatan personal sering kali
menjadi pertimbangan utama dibandingkan
kompetensi. Akibatnya banyak tenaga ahli
yang diangkat tidak memiliki kompetensi yang
menunjang kerja legislator terkaif, Kemudian
prakiik ketidaktepatan rekrutmen ini tidak bisa

dikenai sanksi karena memang tidak adaklausud. .. ...

yang mengatur hal itu dalam aturan tentang
tenaga ahli, baik di UU MD3 2009 maupun Tatib
DPR 2009. - '
Banyak anggota legislatif yang mengangkat
sanak kerabatnya sebagai tenaga ahli, Hampir di
setiap partai dapat ditemukan fenomena sejenis.
Bahkan ditemui juga pos tenaga ahli anggota
tersebut diisi sopir pribadi dengan begitu gaji
bulanannya memanfaatkan fasilitas dari negara.
Pengangkatan sanak kerabat sebagai tenaga
ahli anggota dianggap oleh sebagian kalangan




i ftenaga ahh anggota tldak menjadz masalah
 karena tidak meianggar a‘furan yang ada. Atumn_ _
S _'tenta.ng tenaga ahli: aaggota baak pada UUMD.
32009 maupun 1andasan operasaonalnya dalam ;
" Tatib DPR 2009 memang tidak ada pasal yang
: _'-:'-mengatur pelarangan mengangkat sanak Kerabat, -
‘Satu-satunya pertimbangan yang. discbutkan -
a am__ furan terse’out adalah sesual kebumhan s

E rekrut tenaga ahli anggota semau mereka sendm E
& .Celah yang ada daiam aturan tenaga ahli anggota

-_dlmanfaatkan oleh 1egzslator untuk memfasilitasi
_kepentmgan pnbath Untuk menghmdan pandang»_
‘an: negatzf karena mengangkat sanak keraba,
texjadl pula praktﬂc barter sanak. kerabat untuk
menjadi tenaga ahli anggota antarlegislator. Dua
Iegisiator saimg bertukar anggota keluarga untik
d1}ad1kan tenaga ahli. Praktlk sepertl 1111 datemm
di lmgkungan Partaz Golkar. -

Problematlka rekrutmen tenaga’ ahh ang-
gota lamnya adalah distribusi atau penempatan
tenaga ahli anggoia. Para legislator kebanyakan
tidak memiliki latar belakang keilmuan atau
pengalaman yang sesuai dengan komisi di
mana ia ditempatkan. Hal ini diperparah dengan
pengangkatan tenaga ahli anggota yang latar
belakang kemampuannya tidak sesuai dengan
komisi saat legislator tersebut bertugas. Hal ini
tercermin dari situasi yang dihadapi oleh salah
satu tenaga ahli anggota di lingkungan PDIP. Pada
awalnya ia bertugas unfuk membantu legislator
di Komisi II yang sesuai dengan latar belakang
keilmuannya sebagai sarjana politik, yakni bidang
pemerintahan dalam negeri, otonomi daerah, dan
pendidikan. Kemudian atas dasar kebijakan
partai, legislator yang terkait dipindahkan ke
Komisi I{ (kesehatan, tenaga kerja, transmigrasi,
dan kependudukan) yang tentu saja tidak sesuai

~dengan kemampuan, baik legislator maupun

tenaga ahli anggotanya. Akan tetapi, karena
kedekatan personal dan intimitas sudah terjalin
maka fenaga ahli tersebut dipertabankan. Mereka
sendiri akhirnya mengaku cukup kesulitan uniuk
membaniu kinerja legislator tersebut karena
kompetensi yang tidak sesuai.

Tenaga ahli anggota mengetahui seluk beluk
dapur politik, baik anggota dewan yang dibantu
atau partai tempatnoya mengabdi. Para anggota
dewan adalah representasi partai di parlemen

i sehmgga mereka Juga akths partal Iems
- kelamin me;:eka kemudian adalah hennaprodhlte.. '
~karena’ selam 1egaslator Juga pengums partaa 3 S
"Tenaga ahli pun dilibatkan dalam urusan-urusan .~ -
'._kepartalan sesuai: dengan kebutuhan anggota- L
~dewan atau leglslator terkaxt Informasvmfonnas:_'ﬁ*': gt
':yang dldapatkan tenaga. ahh seputar urusan parta1 A

.."_"_35-:semacam 1n11ah. yang membuat. profesxonahtés.ﬁ_'
“kerja’ bukan hal mutiak dalam rekrutmen tenaga '

ahh, khususnya d1 hngkungan PDIP 2.

Rekrutmen tenaca ahh anggota berasai
darl kader paxtal juga dzlakukan oleh Gerindra
Germdra menjadikan pos. tenaga ahh anggota
sebagai ruang penampungan kader partal Pos
tenaga ahli anggota d:gunakan sebagai tempat
untuk ‘menampung. gerbong~°erbong pohtzk
yang- tidak terselamatkan atau para caleg yang
gagal dalam pemilu. Dengan demikian, pengisian
tenaga ahli anggota lebih dimaknai sebagai hasil
dari kompromi dan negosiasi politik di internal
partai. Preferensi politik menjadi pertimbangan
utama. Akibatnya banyak tenaga ahli anggota
tidak memiliki kompetensi yang sesuai dengan
tugasnya. Otoritas anggota dewan dalam
mengusulkan tenaga ahli tidak mutlak. Banyak
pintu unfuk bisa menjadi. tenaga ahli anggota
di antaranya dengan memanfaatkan lobi yang
kuat dan kedekatan dengan pengurus partai di
DPp2

Berbeda dengan Gerindra, Partai Golkar, dan
PDIP, di lain pihak PKS berusaha menerapkan
sistem rekrutmen seprofesional mungkin, tetapi
tetap dengan ketentuan yang diterima menjadi
tenaga ahli anggota hanyalah kader partai.
PKS membaca bahwa keberadaan tenaga ahli
merupakan salah satu bagian dari rute politik
kader partai dalam menapaki jenjang kKarir politik.,
Tenaga ahli juga bisa digunakan sebagai ruang
untuk magang sebelum menjadi legislaior.

K ebijakan dari PDIP sendiri membebaskan para legislatornya
unfuk memilih fenaga ahli, baik yang berasal dari kader partai
maupun profesionai. Hal ini sesuai yang diungkapkan oleh
Sophia Mardaningrum, tenaga ahli anggota legislatif dari PDIP
(Edi Mihati). Wawancara dilakukan pada 11 Maret 2010 di
Gedung Nusantara I Kompleks DPR/MPR,

¥ Wawancara dengan Yosak, tenaga ahli anggota dari Gerindra
(Abdul Wahid). Wawancara dilakukan pada 23 Maret 2011 di
Gedung Nusantara I Kompleks DPR/MPR.
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o Tenaga ahh anggota harus bexasai dan kader.
s _': partai karena PKS melihat bahwa kerja tenaga}. i
~oahli mempakan__kerja

: Sosmhsam tentang rekrutmen tenaga ahh
'.gelombang kedna (Januan 2011): dlumumkaﬁ

- secara terbuka namun khusus di internal partai.

Frak51 membuka Iowongan "bagx kader pariai
untuk. ‘mendafiar menjadi tenaga ahli; Selain
. syarat_ f{_)r_mal ‘administrasi. dari:Setjen DPR,
- partai mempunyai-beberapa kualifikasi tertentu
yang harus dlpenu.hi Kader yang mendafiar harus
melalui psikotes, tes tertulis, dan tes kompetensi.
Tenaga ahli-gelombang kedua ditujukan untuk
mendukung’ content komisi sehingga faktor
kompetensi menjadi penting walaupun harus
kader ‘pariai.-Mereka ditempatkan di komisi
yang bidang pekerjaannya sesuai dengan keahli-
an ‘fenaga ahli bersangkutan meskipun secara
administrasi nama mereka didaftarkan sebagai
tenaga ahli atas nama anggota dewan tertentu.
Jika anggota dewan tersebut dipindah ke komisi
lain, terkena Pergantian Antar Waktn (PAW),
atau bahkan dipecat maka tenaga abli content
akan dicarikan atau diatasnamakan anggota
dewan yang lain di komisi yang sama. Dalam
teknis pekeriaan, tenaga ahli gelombang kedua
ini (content} bisa saja melayani selain legislator

-yang terikat-secara-administrasi namun-semua

kader partai yang duduk di dalam komisi. Hal
ini dikarenakan tenaga ahli conrenr fokus kepada
pekerjaan komisi.

Legislator vang menerapkan periimbangan
profesionalitas tanpa melihat bahwa pos tenaga
ahli anggota hanya boleh diisi oleh kader partai
ditemui dari ingkungan Partai Demokrat. Rama-

¥ Wawancara dengan Arya, tenaga ahii anggota dari PKS
(Mabfudz Sidik). Wawancara ditakukan pada 21 Maret 2011
di Gedung Nusantara T Kompleks DPR/MVIPR.
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; -kei_]a 1deoiog13 sehmgga:

: '_.._-bukan urusan profesionalitas semata. Kerja dari

' ia ggota'tefkalt dengan’ posztzonmg' '

_ntme poimk nas;onai Rekomendasx' i

dhan Pohan adalah legislator dari Partai Démokraf o
yang merekrut fenaga ahlinya bukan dari kader "= -
L partal melamkan dari profesmnal murni: Tanaga e

-~ ahli yang membantu, kerja Ramadhan Pohan,

- ancrgota dewan di Komisi. I, Iebih dari Jumiah_}_.'f o
. yang: dlsedaakan Setjen DPR, yakm 22 orang.
= -:beserta tim: teknls pendukung Ramadhan Pohan

:dan dua tenaga ahh ’z1ap satu anggota dewan

Tenaga ahli yang direkrut oleh Ramadhanf_f .j
Pohan berawal dari kontak-kontak: pribadi
dan kedekatan informal. Sesuai dengan aturan’ _
Tatib, ia mengajukan usulan kepada Sefjen DPR -
tcntang kandidat ienaga- ‘ahli- ‘anggota untuk
disetujui. Meskipun berangkat dari kedekatan
personal; para tenaga ahli yang direkrut berlatar_
belakang profesional. Mereka bukan berasal dari’
kader partai dan setelah menjadi tenaga ahlipun -
tidak harus bergabung dengan Partai Demokrat. .
Ramadhan berusaha untuk membedakan urusan:
politik kepartaian dan kerja-kerjanya sebagai .
legislator. Tenaga ahli direkrut untuk memban--
tunya dalam bidang pekerjaan keparlemenan.

Rekrutmen tenaga ahli merupakan otoritas.
dari legislator yang bersangkutan dan Partai
Demokrat tidak memiliki hak untuk intervensi.:

Namun, pembedaan kerja politik kepartaian

dan kerja keparlemenan amatlah tipis. Hal ini
membuat tenaga ahli sedildit banvak mengetali
tentang urusan politik partai Walaupun bukan
termasuk kader.

Manajerial Kerja Tenaga Ahli Anggota

Manajerial dari kerja para tenaga ahli anggoia
amat beragam dimana legislator atau partai

memiliki oforitas dalam menentukan peran

kerjanya masing-masing. Longgarnya aturan
tentang peran tenaga ahli anggota menyebabkan
masing-masing pemangku kepentingan, baik
legislator maupun partai yang terkait memiliki
penafsiran masing-masing bagaimana tenaga ahli
anggota seharusnya bekerja. Ada yang disertakan
bukan hanya untuk membantu tugas-tugas
keparlemenan namun juga untuk membantu
tugas-tugas kepartaian. Bahkan tidak jarang
yang dipekerjakan untuk membantu pekerjaan di




: :_luar tugas parial atau'parleman yakn : melayam_"-_.'

S kepentmgan pribad

. yang berkaltan dengan kerja—kerja konnsl Hal ini. .. —

] beru_; ung pada kualitas ieg151351 atau ourput yang

---dlhasﬂkan oieh kon‘nm X pun tzdak sempurna =

i tldak terjadwai sepem ini, t:dak dltemm sebe~
lumnya di Komisi TI yanﬂ memb;dangx masalah
pemenntahan dalam negen otonoml daerah, dan
pendidikan. Komisi IT mempunym Jadwai tentatif
bulanan yang bisa maju atau mundur sehingga
pekerjaan anggota dewan dan tenaga ahimya
cukup terprogram secara. teratur. - S

Peran kerja yancr txdak j auh berbcda dltunj uk—

kan oleh tenaga ahlianggota di lingkungan Partai

~ Gerindra. Tenaga ahli anggota di lingkungan
Partai Gerindra dibagi dua, yakni ada yang
mengurusi konstituen sesuat dapil dan satu yang
mengurusi dan menyiapkan materi rapat anggota
dewan bersangkutan. Namun, {etap ada distorsi
dalam pelaksanaannya. Sering ditemui tenaga
ahli anggota yang melakukan outsowice dengan

__mempekerjakan orang lain untuk melakokan

tugas-tugasnya. Pemotongan ‘honor tenaga
ahli anggota juga acap kali terjadi®® Anggota

* Wawancara dengan Sophia Mardaningrum, Tenaga Ahli
anggota legislatif dari PDIP (Bdi Mihati). Wawancara dilala-
kan pada 11 Marei 2010 di Gedung Nusantara } Kompleks
DPR/MPR. Atas kebijakan partai, Anggota Dewan Edi Mihati
dipindahkan dari Komisi IT ke Komisi IX vang menguryusi ma-
salah kependudukan, tenaga kerja, kesehatan, dan transmigrasi.
Kepindahan tersebut juga mengakibatkan Tenaga Ahli anggota
yang bersangkutan untuk mengikuti kepindahan ke Komisi IX
sesuai dengan kebijekan fraksi PDIP.

'Wawancara dengan Yusak, Tenaga Ahli anggota dari Gerindra
(Abdul Wahid). Wawancara dilakukan pada 23 Maret 2011 di

 dewan yang,

: 'ahh k_'

L 'ikomumkam mfmmasﬁ 111‘{611}611 dan hubungan' 5
“internasional. Hubungan dengan media juga
3 sudah d;sedzakan tenaga ahh yancmengmusmya o
Ada pul tenaga ahh yang chsebut dengan temga
tituen yan g bertugas men goordmas;kan _

para Lzason Ojﬁcer (LO) di’ dapll Ramadhan

Pohan berangkat dari dapﬂ 5 Jawa szur yang

mehpun Ngawi, Magetan, Trenggalek Ponorogo

Di: setlap kabupaten ‘ada 1L.O yang berwenang
mengumsa i\ebutuhan Lonstltuen sehmvga_
komunikasi deﬁgan .konsztuen tidak ‘melewati

struktur ‘partai vang ada di daerah. Ada pula
tenaga ahli yang bertugas mengurusi content
website dan majalah Garasi. Dengan banyaknya
tenaga ahli tersebut ‘maka jatah: dana sebesar
Rp7,5 juta untuk -gaji bulanan tiap satu tenaga
ahli-yang dibiayai Setjen DPR dipotong untuk
didistribusikan sebagai subsidi ‘untuk ‘tenaga
ahli yang lain. Kebijakan pemotongan gaji ini
merupakan bagian dari manajerial tenaga ahli
vang diputuskan oleh Ramadhan Pohan. MURI
memberikan dua penghargaan, yakni politisi
yang memiliki website yang memuat aktivitas
keparlemenan pertama dan politisi pertama yang
menerbitkan majalah bulanan tentang kegiatan-
nya sebagai wakil rakyat. Tenaga-tenaga ahli

“tersebut+didukung-olehtim pendukung vang

berfugas membantu sesuat dengan kebuitthan,
Pembentukan tim tenaga ahli dan pengaturan

embagian kerja disupervisi oleh Andrinof
24 ]

Chaniago dan Anis Baswedan. Kedua akademisi
tersebut yang merancang postur dan sistem kerja
dari tim tenaga ahli Ramadhan Pohan.??

Gedung Nusantara [ Kompleks DPR/MPR.,

# Wawancara dengan Irwan Supriadi Rambe, Koordinator
tenaga ah Ramadhan Pohan (fraksi Paniai Demokrat). Wawan-
cara dilakukan pada 15 Maret 2011 di Gedung Nusantara I
Kompleks DPR/MPR.
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rang ke kantor membuat tenaga'_ e
= 'ahhnyapun juga jarang datang_ke kantor '

: _eran kerja yang detd:].daﬁ erdesam_-.




o drwa Supnadl' Ra,mbfe: seba_gax koofdlnator S

' -_'oleh Ramadhaﬁ Pohah Cafaitan tersebut bensl -
. pertanyaan dan pemyataan yang d1keiuarkan '

" oleh’ Ramadhan Pohan_ sepanjang rapat serta
. _-Zkes1mpulan yang dihasﬂkan _ i
.. Sistem pengelolaan tenaga ahh anggotayang
' berbeda dltunj ukkan oleh PKS. Partai memegang
: otoritas: daiam mana}enal Kkerja tenaga ahli
-mulai dari distribusi. penempatan TA, capacity
“building, peran kerja, evaluasi, dan lain-lain.
Legislator dari PKS harus.menaati kebijakan
dari partai terkait dengan tenaga ahli anggota.
Sesual dengan kebijakan partai, tenaga ahli
anggota yang pertama menempel pada anggota,
sedangkan tenaga ahli anggota gelombang kedua
(yang diangkat pada Januari 2011) ditentukan
sebagai tenaga ahli content yang menempel
pada komisi. Tenaga abli anggota yang pertama

- membantusesuai-dengan-apa yang dibutehkan-

oleh legislator sehingga sering kali juga dili-
batkan dalam masalah pribadi. Jika legislator
vang bersangloian dipindah ke komisi vang
lain maka tenaga ahii yvang ditempelkan pada
anggota ini akan mengikuti ke mana legislator
tersebut bertngas. Kalanpun legislator dipecat
atau di-PAW maka partai akan mengevaluasi

¥ Wawancara dengan Trwan Supriadi Rambe, Koordinator
tenaga ahli Ramadhan Pohan {fraksi Partai Demokrat). Wawan-
cara dilakukan pads 15 Maret 2011 di Gedung Nusantara T
Kompleks DPR/MPR.
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B 'nmgkatan kompetenm tenaga ahh dxbemkan'r'
~oleh. ‘partai secara berkelan tan. Pertama kali
'setelah mereka. daangkat men;éuh tenaca ahli,
“merg a"flzmgsung disertakan dalam workshOp.. L

' tentang !egal draﬂzng, pol’zcy recommendanon L

_enaga ahh yang menempeln kepada

media relation, da.n keterampxian-keterampﬂan; 3

' profesmnal lamnya yang mendukung pekerjaan

Mereka j juga, d1ber1kan peiat1han~pelat1han untuk &

"mengelola seminar dan sebagainya. Partai cus L

kup mem‘nemkaa perhailan terhadap keberadaan
tenaga ahh anggota karena mereka bekerja uniuk
par’sal bukan anggota dewan semata o :

Bilema Profesionalitas atau Kader o
Tidak rincinya aturan tentang tenaga ahli anggota -
Jjuga memunculkan problematika tentang siapa.
yang seharusnya mengisi pos tersebui. Tiap
partai memiliki penafsirannya sendiri. Ada yang
mengharuskan bahwa tenaga ahli anggota harus
diisi oleh kader partai dan ada juga yang lebih
cenderung memakai jasa para profesional.

" Pengisian pos tenaga ahli anggota oleh
kader partai atau profesional cukup mencip-

‘takan suatu dilema tersendiri. Anggota dewan.. ... .

membutuhkan tenaga ahli yang berkompeten
sehingga acap kali memilih para profesional yang
sudah berpengelaman di bidangnya. Namun,
ciri-ciri dari profesional adalah otonomi dan
mobilitas.* Mereka tidak mudah untuk didikte
oleh user karena mereka memiliki otonomi yang
membedakannya dengan birokrat. Mereka sudah
mempunyai orientasi, nilai, dan tujuan berkarir
yang tidak mudah untuk diubah oleh user: Mereka

*Paul Webb dan Robin Kolodny datam Katz & Crotty, Op. Ciz.,
hlm. 338




' :-Z-_"":Tenaga ahh profesxonal pun tldak meimhkl rasa S
o ',kepemlhkan dan ikatan emosmnal dengan, partaa I
: '._-':Merekahanyabertugas melayani an ota dewan SR

" " yang membayarnya. S

rofesmnahtas xmldapat dil

E ahh aﬁggota yang. melayam Rémadhan Pohan_ il
.._dan Partai. Demokrat Tezzaga ahh bersangkutan '
L 'merupakan para. profesmnai yang memiliki -
- -_kompeten51 dan. bekega sesuai kontrak Tenaga '
~oahli anggota ‘memiliki kebebasan untuk memﬂlh

orientasi politik atau Ideologmya masmg—masmg
: sehmgga tidak blsa dlwajlbkan untuk men}adl
) kader Partai- Demokrat Hubungan atau ikatan
. tenaga ahli hanya dengan anggota dewan yang

S mempekerjakannya Dengan begitu partai
- tidak turut campur mengurusi, keberadaan para

tenaga ahli tersebut. Partai tidak berkepentmgan
untuk meningkatkan kompetensi TA lewat
pe]aﬂhan—pelatihan atau workshop workshop
yang diadakan. Otoritas mutlak untuk evaluasi
kinerja tenaga ahli anggota hanya ada di fangan
anggota legislatif,

Dilemanya adalah jika tenaga ahli anggota
vang berasal dari profesional dengan otonomi dan

“ribbilitasnya inengetdhul Sedikit banyak iehisng

dapur politik partai bersangkutan kemudian
pindah untuk bekerja di partai lain maka tidak
ada jaminan bahwa informasi tentang partai
sebelumnya tidak bocor. Bagi scbagian partat
yang lain tenaga ahli anggota haruslah kader
partai sehingga loyalitas terjamin. Tenaga ahli
anggota bekerja bukan saja untuk melayani
anggota dewan namun institusi yang lebih besar,
yakni partai.

fmenekankan' juga. ferhadap nilai. 1deoiog1 yang'_ s |
dxanut sebagal landasan dalam permhhan s1kap S

hanya meiayani anggota namun juga meiayam B :j:"_ :
pariai. Mereka. memxhla rasa kepemlhk' yang o

' bahwa tcnaga ahli anggota harus dari kader partaa
) .'Akan tetapi permrnbangan pengangkatan kader.
imen_;adi tenaga: ahli lebih: dldorong oleh motif -

kuatataspartal I R
Germdra _]uga mexgeluarkan kebijakan

kompromi dan polmk akomodasmms ‘Alhasil
pengangkatan tenaga ahli anggota menjadi lahan
politik tIaﬁsaksmnal dan bukan bertujuan demi-
pemngkatan kuahtas anggota dewan T

Tantangan baﬂ'l partal yang menoisi pos
tenacra ahli anggota dengan kademya harus men-
jamin bahwa kader-kader yang diangkat tersebut
memiliki kompetensi dan didistribusikan ke
komisi-komisi yang sesuai dengan latar belakang
keilmuannya. Jangan sampai pengisian fenaga
ahli anggota oleh kader hanya dimaknai sebagai
proses politik fransaksional yang akhirya akan
mengesampingkan tujuan dibentuknya tenaga
ahli anggota ifu sendiri. Kualitas anggota dewan
‘haris menjadi orientasi utarma sehingga akan
meningkatkan kualitas kerja parlemen.

Kesimpulan

Kurang jelas dan rincinya aturan tentang fenaga
ahli anggota, baik melalui UU MD3 maupun
aturan Tata Tertib DPR 2009 menyebabkan
munculnya distorsi dalam pelaksanaan. Dalam
UU MD3 sebagai payung hukum tertinggi ten-
tang tenaga ahii hanya menyebutkan “kelompok
pakar” dan “tim ahli” pada pasal 80 dan 395. Jadi,
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. 'belum ada penyebutan secara deﬁmuf tentang
il keheradaantenaga ahli a.nggota Kemudian Tatib
B DPR 009 yang. asumsinya. adalah_'_' 'enjabaran_' g

B "-'f_rekmtmennya, peran dail ﬁmgm dan tenaga ahh_. .

b anggota tidak dl_] elaskan

Ketldakjelasan aturan operasmnal tenaga -
: ahh anggota ini-memicu penafmran dan pemak-

_'ndan yang beragam Dbaik dari- anggota ‘dewan
-'maupﬂn partal pDiltlk Banyak anggota dewan

' yang kemudian mengangkat sanak saudauanya_

sebagai tenag& ahli anwgota yang honor per
bulannya dltanggung negara tersebut. Bahkan ada
tenaga ahli yang melakukan outsource dengan
'mempekerjakan orang lain untuk melakukan

tugas-tugas tenaga:ahli.; Penlaku~per11aku-

tersebut tidak bisa dimaknai sebagai pe)an garan
karena di dalam aturan pun tidak ada larangan
untuk berbuat demikian. Aturan tentang tenaga
ahli anggota ini banyak memiliki celah yang
bisa menimbulkan konsekuensi negatif bagi
pembelajaran kepailemenan di Indonesia,

- Afuran tentang keberadaan tenaga ahli ang-
gota perlu-diperinci dan dipertegas. Jika aturan
operasional tentang tenaga ahli anggota tersebut
masih belum jelas maka rencana penambahan
tenaga ahli anggota dari dua menjadi lima pun
akan menjadi percuma. Pasti banyak terjadi
penyimpangan-penyimpangan dan hanya mem-
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- _..borbs'kén.angééfa& negar'a.‘Teﬁ'égé'ahli SEbagai';_['_' -

bagian dari supporting system parlzament harus S

-__d1perjelas peran dan tugasnya

State of The Parhament Report A Strategm :: _ o
Memtonng and Reporting Tool for Promoting .~
Democranc Parliaments Worldwide, R

“Kznerja TER 2004~—2009 Belum, Memuaskan” 3
Vivanews, 5 September 2009, éumduh padal 0; o
Maretzoit) . L

Katz & Croffy (Eds). 2006, HandbookofParrv Polz—_:
tics. London: Sage.

Miriam Budlard_jo 2001 Dasar~Dasar I!mu Polztzk
Jakarta: Gramedia. : .

Ramlan Surbakei. 1994. Memahami Ilmu Polztrk Iam'_
karta: Grasindo. :

Refieksi Kinerja Legislasi 2004-2009: Modal Perbaik-
an Legislasi ke Depan (PSHK), dalam www.:
pshk.org, diunduh pada 5 April 2011,

Sherlock, Stephen. 2005. Proses Legislatif di Par-
lemen Indonesia (DPR): Isu, Permasalahan,
dan Rekomendasi. Friedrich Naumann-Stife
tung. .

Siaran Pers PSHK tentang Evaluasi Kinerja Legis-E
tasi DPR Masa Sidang 1 Tahun Sidang 2010+
2011,

Ziegenhain dalam Marco Bunte & Andreas Ufen.
{Eds.). 2009. Democratization in Post-Soeharto
Indonesia. London: Routledge. 2609,




